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BI'PATI BUOL

PROVITSI ST'I.AWEsI TEICGAH

PERATI'RAII DIERAII TilB]T'PATEiIf BT'OL

I{OUOR 9 TAHI'IS 2()15

TEITTAIIG

BANTUAJI KEI'Af,GAIT XEPADA PARDAT POIJfIT

DEITGAN RAIIUAT TT'IIAIT YA'ITG MAIIA ESA
BT'PATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Partai Folitik
dan penguatan kelembagaan serta peningkatan per:an dan

fungsi Partai Politik di Kabupaten Buol, dan sebagai

landasan Hukum bantuan partai politik;
b. bahwa peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2O05

Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dinyatakan
tidak berlaku dengan terbentuknya Peraturan Femerintah
Nomor 5 Tahun 2oO9 yang diubah terahir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tatrun 2OL2 terrtarrg

Bantuan Keuangan Kepada Partai Folitik' rnake perlu

menetapkan Peraturan Daerah Tentang BantuaD

Keuangan KePada Partai Politik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud

pada huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Partai

Politik;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasat Negana Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 tahun L999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowafi'rqn
Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tatrun 2OOO

tentang Perubahan ata's Undang-Undang 51 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Ehrol' Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78'

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3966'l;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai

Politik ikmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor2,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesira
Nomor 4801) sebagaimana telah diubatr dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2O11 (l,embaran Negara Republ'ik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2Al4 teotang

""*"i",rft"" 
Daerah (Irmbaran N-e8.ao Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244' Tanbahan Leabaran
^^;;; 

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagai:nana

a"rin ar"u"n terahir dengan Undang-undang Nomor 9

;;- 2o15 Tentang peruuahaan Kedua atas Undang-

undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

,o* i"Ino"n", Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 5589);

""..*."tt 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentanrg

tutt,rr"r, Keuangan Kepada Partai Po^Utik

i["t" *.otutlti r'ao"""ia Tahun 2oO9 Nomor 18'

i"ilo^ft"t Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5.

4972\',
u. ;;;:&'^" Pemerintah Nornor as raful- tot? JTT:

ffi;;;'o*" "*"*ran 
Pemerintah N:*:t. : 31""

2OO9 fentang g""t""o Keuangan Kepada Partai Politik;

7. Peraturan Oalrah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana

Pemuangunan J*gft Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten J'-tot fJt"' 2ol2-2o17 (I-embaran Daerah

Kabupaten Buol Tahun 20 13 Nomor 21);

Dengan Persetujuaa Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI'PAIEI BI'OL

Daa
BT'PATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAII fABItPATEf BOOL tENfTAf,G

BANTUAN KEUATTGAN I{EPAI}A PARTAI PTOLITIT

BAB I
K TENTUAN T'UT'M

Pasat 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Buol'

2. Pemerintah^n oae'ah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahgn oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan dengan pJ""ip otonorl seluas-luasnya dalam sist€m dan

prinsip Negara Kt";; R";ublik Indonesia sebagaimana crirnaksud dalam

Undang-Und""g ot"^t Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

3. pemerintah o""r"rr-"aa"; eupati dan perangkat Daerah sebagai'nsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah'

4. Kepala Daerah "dd;;p"ti 
Buol yang selanjutnya disebut {nati

5. partai politik adalJ-*g.rrlo"i y"rrg b"t.if", nasional dan dibentuk oleh

sekelompok *ug^ n"g"I^Indonesia secara sukarela atas dasar kesatman



kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan memtrla kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Fancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara
proporsional kepada partai politik yang mendapatkan ktrsi di Deryan
Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdastarkan jumlah
perolehan suara.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selarrjutnya disinglat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP,
adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan
berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/ Mulrtamar atau sebrutan
yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD
atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi
yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawaratr Daeratr atau
sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Fartai Politik"

1O. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang sglanjutnya disingkat DPC
atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat Kota yang
ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau
sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai
Politik.

ll.Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokurnen perencanaan daerah untuk Periode 1 (satu) tabun.

BAB U
PENGHITI'ITGAN BAITTUAN KEUAITGAIY

Pasal 2
(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintatr Daerah

dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD.
(21 Partat Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fartai Politik

yang mendapatkan kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilihan Umr:m
legislalif.

(3) Bantrran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dibedka$ €€clara
proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasd 3
(1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2

penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil
Pemilihan Umum DPRD.

(2) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum.



Pasd 4
Tata cafa penghitungal bantuan keuangan sebagnimsna dirnnksud dalan
Pasd.2 dan Pasal 3 tetapkan dalam peraturan Bupati

BA.B III
PEI{GATGGARAIT DALIIII APBX}

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setirip tahunqta

dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam jenis

belanja bantuan keualgan dengan objek belanja bantuan keuangan keesda

partai politik.

Pasal 6
(1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD

dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah'
(2) Penentuan besarnya anggaran banh:an keuangan kepada partai poEtik

memperhatikan kemampuan keuangan daeral. '

BAB IV
PEITGA",UAIT BAI{TUAN KEUAI{GAN PARTAI PIOIITIK

Pasal 7
(1) pengajuan baltuan keuangan partai politik tingkat daerab dissmpaikan

secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya ditandatangani Ketua dan

Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana

bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan

menggunakan kop surat dan cap stempel partai po[tik dengan

melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

a. Foto copy surat keputusan Dewan Pimpinan Rartai hlitik yang

menetapkansusunankepengurusanDewanPimpinarrPartaiPolitik
tingkat daerah yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Partai Politik atau

sebutanlainnyasesuaidenganAD-ARTmasing-masingFartaiPolitik
rb. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPtfrB;

c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara

partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegglisir Ketua atau

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;

d. nomor rekenrng kas umurn partai politik yang dibuktikan dengan

pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana pengguna€rn dana bantuan keuangan partai politik' dengan

ketentuansekurang-kurangnya6opersenuntukpendidikarrpolitik'dart
sebanyak-banyalnya 40 persen untuk oprasional partai politik ;

f.laporanrealisasipenerimaandanperrggunaanbanttrankeuarrgantahun
anggaran sebelumnYa;

g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut

sesuai peratural perundangaa apabila memberikan keterangAn yang

tidak benar yang ditandatangali Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan

lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
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b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter
bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
untuk membangun e ;ka dan budaya politik sesuai dengan Pancasila-

Pasal 15
Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 berkaitan dengan:
a. administrasi umum;.
b. berlangganan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII
LAFORAITM

PEITG,GUICAAIT BAFTUAIT XEUAIYGATT PAXrIAI POLT TK

Pasd 15
Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerirnaan
dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 17
(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penenmaan

dan pengeluaran keuangan yang bersrrmber dari dana bantuan APBD'

(2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. rekapihrlasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai

politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai

politik Perkegiatan;
b. barang barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa'

Pasal 18

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerirnaan

dan pengehraran keuanlan yang bersumber dari dana barttuan APBD kepada

pemerintafr Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali'

Pasal 19

(1) Laporan perenggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Bupati

(21 l,aporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan patlng lamUat 1 (satu) bulan setelah oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

Passf 2(}

laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud datam Pasal 18 terbuka

unttrk diketahui masYarakat'

1
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BAB IX
SAIVKSI ADMNSISTRATIT'

pasal 21hrtai Folitik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daram pasat
19 dikenai sanksi administratif berupa pengienuan bantuan keuangan dariAPBD dala'n tahun anggaran berkenaan 

-saripai 
raporan pertanggungjawaban

diterima oleh Bupati
BAB X

XETEITTUAIV PEITUTI'P

pasp,l22
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daera_h KabupatenBtrol Nornor o8 T.ahun 2oog tentang perutrahaan atas peraturan DaerahI(abupaten Buol Nomor 12 Tahun 20b6 Tentang Bantuan Keuangan partai
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Buor rahun 200g Nomor o6; dic"butdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap onang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratura'
Daerah int dcngan penempatannya dalam Lembaran Daerarr Kabupaten BuoI

Di tetapkan di Buol
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI BUOL,

^*-.k^*Diundangkan di Buol
padatanggal 31 Desember 2Ol5
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